
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.412, 2018 KEMENPAN-RB. Pedoman Evaluasi Kelembagaan 

Instansi Pemerintah. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang 

tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, perlu 

menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi 

kelembagaan pemerintah;   

b.   ahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;  

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi 

Kelembagaan Instansi Pemerintah;  
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Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

3.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4.   Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

5.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,  

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  

Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan 

Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322);  

6.   Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden 

Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73); 

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 574); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN 

EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.   Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat 

dan Instansi Pemerintah Daerah. 

2.   Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga 

Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga 

Negara, Kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan 

Lembaga Penyiaran Publik. 

3.   Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah 

provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang 

meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan 

daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

4.   Menteri adalah menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara 

 

Pasal 2 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 

merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam 
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melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara 

efektif dan efisien. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap lembaga intansi pemerintah pusat wajib 

melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah. 

(2) Lembaga instansi pemerintah daerah dapat 

melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah 

berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

(3) Evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling 

singkat 3 (tiga) tahun sekali. 

 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara bertahap. 

(2) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan, 

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta 

laporan evaluasi. 

(3) Hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) disampaikan kepada Menteri. 

(4) Menteri melaksanakan verifikasi hasil evaluasi yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

 

Pasal 5 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, instansi 

pemerintah yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah 
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dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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